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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam proses 

pembangunan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi. Keberhasilan 

sebuah organisasi sangat bergantung pada sumber daya manusia yang 

ada didalamnya. Manusia merupakan penggerak dan penentu jalannya 

organisasi. Tanpa peran manusia meskipun berbagai faktor dan unsur lain 

telah tersedia, organisasi tidak akan berjalan. Oleh karena itu, hendaknya 

organisasi memiliki sumber daya manusia yang cakap, kompeten, dan 

memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.  

Pentingnya sumber daya manusia dalam suatu organisasi, menuntut 

setiap organisasi mendapatkan pegawai yang berkualitas dan produktif 

untuk menjalankan organisasi. Saalah satu cara untuk mengatasi 

hambatan dalam hal kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah dengan cara melakukan analisis penempatan jabatan dengan baik 

oleh suatu organisasi (Tanumiharjo, 2013). 

Sebagai aset organisasi yang sangat vital, maka sumber daya 

manusia peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya 

lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa 

banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang 

profesional semuanya menjadi tidak bermakna (Tjutju, 2008). 



Menurut Widhyharto (2004) bahwa peran strategis sumber daya 

manusia dalam suatu organisasi dapat dielaborasi dari segi teori sumber 

daya, dimana fungsi organisasi adalah mengarahkan semua sumber daya 

atau kemampuan internal untuk menghadapi kepentingan masyarakat 

sebagai sektor eksternal utama. Sumber daya manusiamemberikan nilai 

tambah sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.  

Organisasi publik sering dipandang sebagai organisasi pemerintah 

atau dikenal sebagai birikrasi pemerintah. Menurut Fahmi (2003) bahwa 

organisasi publik merupakan sebuha wadah yang memiliki multi peran dan 

didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan 

berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.  

Organisasi publik merupakan organisasi yang didirikan dengan tujuan 

memberikan pelayanan serta berorientasi untuk melayani masyarakat. 

Organisasi sektor publoik menurut Mahsun (2009) ialah organisasi uang 

berhubungan langsung dengan penyediaan service and goods untuk 

memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat.  

Dalam organisasi publik atau dalam hal ini birokrasi, sebagai 

organisasi memiliki sumber daya manusia yang dikenal dengan ASN 

(Aparatut Sipil Negara). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 5 tahun 2014 bahwa paratur sipil negara adalah profesi bagi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawaiu Pemerintah dengan Perjanjian 

Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 



suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnyadan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

Berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara, jabatan dilingkup 

pemerintaha dibagi menjadi dua jenis, yakni jabatan struktural dan jabatan 

fungsional. Jabatan funsional adalah jabatan yang tidak tertera dalam 

sebuah struktur organisasi, namun keberadaannya sangat dibutuhkan 

karena fungsinya untuk melaksanakan tugas pokok daro organisasi. 

Sedangkan jabatan struktural adalah profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

yang memiliki kedudukan dalam suatu struktur organisasi.  

Keberhasilan suatu organisai bukanlah merupakan suatu yang dapat 

diperoleh secara instan, namun merupakan suatu proese integrasi dari 

kinerja individu yang melakukan aktivitas organisasi. Oleh karena itu 

kompetensi Aparatur Sipil Negara khususnya dalam penempatan jabatan 

struktural menjadi oenting untuk mencapai tujuan organisasi. Apabila ASN 

yang memperoleh jabatan struktural tidak memiliki kompetensi yang baik 

maka pelaksanaan aktivitas organisasi publik atau dalam hali ini 

pemerinta daerah menjadi terhambat.  

Aparatur Sipil Negara merupaka salah satu SDM yang keberadaannya 

sangat dibutuhkan dalam rangka pemebrian pelayanan umum kepada 

masyarakat. Berkenaan dengan tugas negara yang diemban oleh 

Pegawai para ASN tentunya tidak terlepas dari permasalahan. Ada 

sejumlah permasalahan yang menyertai sumber daya manusia, dalam hal 

ini Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan berbagai fenomena permasalahn 



sumber daya manusia khususnya Aparatur Sipil Negara, maka terdapat 

tujuh masalah utama diantaranya masih adanya mentalitas pribadi dalam 

diri para ASN, pelayanan ASN yang masih buruk, praktek korupsi dalam 

rekrutmen ASN, banyaknya mutasi dan promosi yang dilakukan tidak 

sesuai aturan main, perilaku koruptif yang masih ada, pungutan liar oleh 

ASN kepada masyarakat dan politisasi birokrasi.  

Berkenaan dengan penempatan ASN tentunya diharapkan sesuai 

dengan kompetensi serta kecakapannya. Sebagaimana prinsip atai 

konsep kerja yang dikenal yaitu “The Right Man In The Right Place” 

adalah menempatkan orang sesuai keahliannya atai kompetensinya, 

sebab seseorang akan mampu bergerak tepat dan cepat jika melakukan 

hal-hal yang sesuai dengan keahliannya.  

Kompetensi sumber daya manusia adalah melukis karakteristik 

pengetahuan, keterampilan, perilaku dan pengalaman yang dimiliki 

manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara 

efektif (Wirawan, 2009). Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer dalam 

Sudarmanto (2014) mengungkapkan bahwa kompetensi adalah 

karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria 

acuanefektif dan atau kinerja unggul didalam pekerjaan atasu situasi. 

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar jabatan (peranan atau 

tanggung jawab), berkorelasi dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan 



dapat diukur dengan standar-stander yang dapat diterima, serta dapat 

ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pengembangan.  

Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer dalam Sudarmanto (2014) 

mengungkapkan bahwa sebagai karakteristik individu yang melekat, 

kompetensi terlihat pada cara berperilaku seseorang di temapt kerja. 

Kompetensi memiliki ciri atau karakteristik yang dipakai untuk 

membedakan antara seseorang yang berkinerja unggul dengan 

seseorang yang berkinerja rata-rata atau seseorang yang berperilaku 

efektif dab perilaku yang tidak efektif. Karakteristik kompetensi bagi 

organisasi, dapat membantu proses rekruitmen, seleksi, menentukan 

imbalan, pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja. 

Oelh karena itu Spencer dan Spencer dalam Sudarmanto (2014) 

merumuskan teori kompetensi dalam menganalisa fenomena-fenimena 

kompetensi pegawai, dimana terdapat beberapa dimensi yang dapat 

digunakan untuk mengkur kualitas kompetensi yang dimiliki pegawai yang 

meliputi motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan.  

Pertama, motif berkaitan dengan hal-hal yang seseorang pikirkan atau 

inginkan yang berdampak pada tindakanyang dilakukan. Motif akan 

mendorong dan mengarahkan seseorang untuk bertindak sesuai tujuan 

yang diinginkan. Kedua, sifat dimaknai sebagai karakter yang dimiliki 

seseorang yang menjadi kebiasaan dalam bertindak. Ketiga, konsep diri 

berhubungan dengan sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Nilai 

yang dijunjung tinggi serta suatu sikap terhadap sesuatu yang ideal. 



Keempat, pengetahuan adalah informasi yang dimiliki oleh 

seseoranguntuk kualifikasi bidang tertentu yang diperoleh dari proses 

belajar, pengalaman dan intuisi dan berkaitan dengankemampuan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. Kelima, keterampilan adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.  

Berdasarkan uraian teori kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer 

dan Spencer dalam Sudarmanto (2014) tersebut jika dikaitkan dengan 

fenomena kompetensi pegawai dalam penempatan jabatan struktural di 

Kabupaten Merauke maka hal ini berkaitan dengan bagaimana kualitas 

kompetensi yang dimiliki oleh ASN dalam menempati jabatan struktural 

sehingga mampu bekerja dengan baik sebagaimana tujuan organisasi.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menunjukan 

bahwa adanya fenomena-fenoimena yang terkait dengan penempatan 

jabatan struktural pada pemerintah Kabupaten Merauke yaitu belum 

berjalannya penempatan jabatan yang tepat sesuai golongan dan pangkat 

dalam penempatan jabatan struktural. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari BKPSDM Pemerintah Kabuoaten Merauke, jumlah pejabat struktural 

adalah sebagai berikut :  

 

 

 

 

 



Tabel 1.1 

Jumlah Pejabat Struktural Berdasarkan Eselon 

Eselon II 29 Orang 

Eselon III 188 Orang 

Eselon IV 583 Orang 

Jumlah 800 Orang 

Sumber Data : BKPSDM Pemda Kab. Merauke, Tahun 2021 

Tabel diatas menunjukan jumlah pejabat Eselon II, III, IV sebanyak 800 

orang. Berdasarkan temuan awal wawancara dengan informan, terdapat 

pejabat struktural yang menduduki jabatan struktural namun kualifikasi 

pendidikan, kompetensi, kinerja serta prestasi yang dimiliki tidak layak 

sesuai dengan kriteria dan aturan yang berlaku. Selain itu, ditemukan 

bahwa penilaian kinerja dalam PP nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian 

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil telah berupaya menerapkan sasaran 

kinerja pegawai (SKP) agar prestasi kerja dapat terukur, namun mindset 

ASN pada umumnya di Kabupaten Merauke bahwa SKOP hanya sebagai 

formalitas untuk syarat kenaikan pangkat setiap empat tahun. Kemudian 

masalah lainnya adalah pengembangan kompetensi yang sangat terbatas 

bagi ASN jabatan struktural dengan alasan keterbatasan anggaran. 

Standar kompetensi yang belum tersusun dimana Pemerintah Kabupaten 

Merauke melalui bagian Organisai Tata Laksana dan BKPSDM belum 

menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan untuk seluruh 

jabatan struktural yang ada di Kabupaten Merauke.  



Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan diatas maka peneliti 

tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul Analisis Kompetensi 

Dalam Penempatan Jabatan Struktural di Kabupaten Merauke.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan teori yang dijelaskan diatas 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana motif dalam penempatan jabatan struktural di 

Kabupaten Merauke? 

2. Bagaimana sifat dalam penempatan jabatan struktural di 

Kabupaten Merauke? 

3. Bagaimana konsep diri dalam penempatan jabatan struktural di 

Kabupaten Merauke/ 

4. Bagaimana pengetahuan dalam penempatan jabatan struktural i 

Kabupaten Merauke? 

5. Bagaimana Keteram[pilan dalam penempatan jabatan struktural di 

Kabupaten Merauke? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang diuraikan diatas maka 

tujuan dari penelitian ini meliputi :  

1. Untuk menganalisis motif dalam penempatan jabatan struktural di 

Kabupaten Merauke. 



2. Untuk menganalisis sifat dalam penempatan jabatan struktural di 

Kabupaten Merauke. 

3. Untuk menganalisis konsep diri dalam penempatan jabatan 

struktural di Kabupaten Merauke. 

4. Untuk menganalisis pengetahuan dalam penempatan jabatan 

struktural di Kabupaten Merauke. 

5. Untuk menganalisis keterampilan dalam penempatan jabatan 

struktural di Kabupaten Merauke. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini meliputi dua, yakni manfaat akademik dan 

manfaat praktis. Berikut dibawah ini untuk uraian lebih lanjut :  

1. Manfaat Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan administrasi publik. Khusunya kajian kompetensi dalam 

Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, sehingga dapat 

berkontribusi dalam perekmbangan ilmu.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil 

kebijakan-kebijakan khususnya kompetensi dalam penempatan 

jabatan struktural ASN pada Pemerintah Kabupaten Merauke.  

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Administrasi 

Publik  

Pada era gloibalisasi sekarang ini sumber daya manusia dalam 

administrasi publik semakin penting meskipun teknologi banyak 

menggantikan fungsi-fungsi pekerjaan manusia. Dalam administrasi publik 

teknologi hanya pendukung untuk memperlancar dan mempercepat 

pelaksanaan pekerjaan manusia. Sebaliknya, dalam administrasi bisnis 

banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Administrasi 

publik memiliki nilai dan tujuan yang berbeda dengan admnistrasi bisnis 

sehingga penentuan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam 

kedua jenis administrasi tersebut berbeda pula. Administrasi publik 

memiliki kopleksitas nilai, hal ini disebabkan oleh banyaknya pemangku 

kepentingan dalam organisasi publik dan semua pemangku kepentinga 

tersebut ingin mendapatkan layanan yang memuaskan dari administrasi 

publik tersebut. Urgensi sumber daya manusia dlam administrasi publik 

disamping karena pernnya tidak dapat digantikan oleh mesin juga peran 

tersebut hanya mungkin dilakukan oleh administrasi publik. Pemebarian 

layanan yang berssifat mendasar seperti pengambilan keputusan, regulasi 

dan pembuatan kebijakan hanya dapat diperankan oleh administrasi 

publik. Layanan seperti ini memerlukan sumber daya manusia berkualitas. 



Sumber daya manusia yang mampu memahami masalah-masalah yag 

dihadapi dan sekaligus memenuhi kebutuhan pasar admninistrasi publi 

yaitu rakyat secara keseluruhan ( Syafri dan Alei, 2014). 

Menurut (Syafri dan Alwi, 2014), admnistrasi publik merupakan suatu 

ilmu yang berfokus pada implementasi fungsi regulasi dan pelayanan 

publik. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut admnistrasi publik 

menggunakan berbagai teori, seperti manajemen politik dan hukum, 

sehimgga menurut Rosenbloom dan Kravchuk (2005), administrasi publik 

memiliki tiga perspektif, yaitu manajeman, politik dan hukum. Perspektif 

manajemen meliputi dua perspektif yaitu, perspektif manajemen 

tradisional dan new public management. Perspektif manajemen tradisional 

memiliki nilai efektivitas , efisiensi dan ekonomis. Sedangkam nilai yang 

akan dicapai oleh perspektif new public management adalah biaya yang 

efektif (cost-effectiveness) dan memberikan respon cepat terhadap 

keinginan-keinginan pelanggan (responsivenness to customers).  

Perspektif politik memiliki nilai keterwakilan (representation), responsiv 

(responsiveness), dan akuntabilitas (accountability). Perspektif hukum 

ingin mencapai nilai integritas konstitusi (constitutional integrity), proses 

yang prosedural (procedural due process), hak-hak subtantiv yang kuat 

(robustsubtantive rights), proteksi yang sama (equal protection), dan 

keadilan (equity). Setiap perspektif memiliki nilai berbeda dengan lainnya 

dan nilai-nilai ini berpengaruh terhadap penentuan struktur organisasi, 

proses pengambilan keputusan dan pengembangan sumber daya 



manusia di dalam organisasi. Penentuan struktur dalam perspektif 

manajemen tradisional didasarkan pada tipe ideal birikrasi. Tipe ideal 

yang dimaksud adalah tipe ideal birikrasi. Max Weber sebagai tokoh 

utama dalam literatur tentang birokrasi. Birokrasi merupakan bentuk 

organisasi rasional yang dapat merealisasikan pencapaian tujuan 

masyarakat modern (Syafri dan Alwi, 2014).  

 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan 

pemebrdayaan sumber daya manusia disebut manajemen sumber daya 

manusia. Pada umumnya kegiatan-kegiatan dibidang sumber daya 

manusia dapat dilihat dari sudut pandang, yaitu dari sisi pekerjaan dan 

dari sisi pekerja. Dari sisi pekerjaan, kegiatan-kegiatan itu terdiri atas 

analisi pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Sedangkan dari sisi pekerja, 

kegiatan-kegiatan itu terdiri atas pengadaan tenaga kerja, penilaian 

prestasi kerja, pelatihan dan pengembangan, promosi, kompensasi, dan 

pemutusan hubungan kerja. Sumber daya manusia menurut Hasibuan 

(2010:10) adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan organisasi, 

karyawan dan masyarakat.  

Edison, dkk (2016:10) berpendapat bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah manajemen memfokuskan diri memaksimalkan 

kemampuan pegawai atau anggotanya melalui berbagai langkah strategis 



dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai-pegawai menuju 

pengoptimalan tujuan organisasi.  

Subekhi dan Mohammad (2012:21) menyatakan bahwa manajemen 

sumber daya manusia adalah sebagai suatu pengelolaan dan 

pendayagunaan sumber daya yang ada pada individu (pegawai). 

Pengelolaan dan pendayagunaan tersebut dikembangkan secara 

maksimal di dalam dunia kerja untuk mencapai tujuan organisasi dan 

pengembangan individu pegawai.  

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat dikembangkan sebuah 

definisi serta pemahaman baru tentang sumber daya manusia yaitu 

sebuah ilmu serta seni dalam kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan 

pengembangan segala potensi sumber daya manusia yang ada, serta 

hubungan antar manusia dalam suatu organisasi ke dalam sebuah desain 

tertentu yang sistematis, sehingga mampu mencapai efektivitas serta 

efisiensi kerja dalam mencapai tujuan, baik individu, masyarakat maupun 

organisasi.  

 

2.2.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia  

Fungsi sumber daya manusia adalah tugas-tugas yang dilakukan oleh 

manajemen sumber daya manusia dalam rangka menunjang tugas 

manajeman (organisasi) menjalankan roda organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Subekhi 



dan Mohammad (2012) bahwa fungsi manajemen sumber daya manusia 

terdiri dari :  

1. Perencanaan  

Perencanaan sumber daya manusia (human resources planning) 

adalah perencanaan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam membantu terwujudnya 

tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan program 

kepegawaian.  

2. Pengorganisasian  

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasikan semua 

pegawai dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi wewenang, integrasi dan koordinasi dalam bagan organisasi 

(organization chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk mencapai 

tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu terwujudnya 

tujuan secara efektif.  

3. Pengarahan  

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua pegawai, 

agar mau bekerja sama dan bekerja efektif dan efisien dalam 

membantu tercapainya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat. 

Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik.  

 

 



4. Pengendalian  

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan pengendalian semua 

pegawai agar mentaati peraturan-peraturan organisasi dan bekerja 

sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau 

kesalahan akan diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan 

rencana. Pengendalian pegawai meliputi kehadiran, perilaku, kerja 

sama, pelaksanaan pekerjaan dan menjaga situasi lingkungan 

pekerjaan.  

5. Pengadaan  

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, 

penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang 

sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengadaan yang baik akan 

membantu terwujudnya tujuan.  

6. Pengembangan 

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan 

keterampilan teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai melalui 

pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan 

harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa 

depan. 

7. Kompensasi 

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jas langsung 

(direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada 

pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. 



Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan 

prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan 

primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah 

dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.  

8. Pengintegrasian  

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai, agar tercipta kerja 

sama yang serasi dan saling menguntungkan. Organisasi memperoleh 

laba, pegawai dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. 

Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit dalam 

manajemen sumber daya manusia, karena mempersatukan dua 

kepentingan yang bertolak belakang.  

9. Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fidik mental, dan loyalitas pegawai agar mereka 

tetap mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik 

dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan 

sebagian besar pegawai serta berpedoman kepada internal dan 

eksternal konsistensi.  

10. Kedisiplinan 

Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang 

terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik 

sulit terwujudnya tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan 



dan kesadaran untuk mentaati peraturan-peraturan organisasi dan 

norma-norma sosial.  

11. Pemberhentian  

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja 

seseorang dari suatu organisasi. Pemberhentian ini disebabkan oleh 

keinginan pegawai, keinginan organisasi, kontrak kerja berakhir, 

pensiun dan sebab-sebab lainnya.  

 

2.2.2 Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia  

Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk 

mengoptimalkan kegunaan dari sebuah pekerja didalam sebuah 

organisasi atau organisasi. Pada konteks ini, produktivitas diartikan 

sebagai nisbah dari output (keluaran) dari sebuah organisasi terhadap 

inputnya (masukan) baik itu manusia, modal bahan baku, energi dan yang 

lainnya. Dan sementara itu, tujuan khusus dari sebuah manajemen 

sumber daya manusia adalah untuk membantu para manajer fungsional 

atau manajer lini supaya bisa mengelola seluruh pekerja dengan cara 

yang lebih efektif.  

Didalam konteks ini, seorang manajer sumber daya manusia adalah 

merupakan seorang yang lazimnya bertindak seperti kapasitas sebagai 

seorang staff, yang saling bekerja sama dengan para manajer lainnya 

dalam membantu mereka untuk menangani semua masalah sumber daya 

manusia. Jadi, Basically, seluruh manajer bertanggungjawab terhadap 

pengelolaan tenaga kerja pegawai pada unit kerjanya masing-masing. 



Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan semacam suatu pembagian peran 

dan tanggungjawab dalam aktivitas operasional pengelolaan Sumber 

Daya Manusia antar manajer lain yang sehari-hari mengelola para 

bawahan atau anggota dalam unit kerja.  

Sunyoto (2015:8) mengemukakan bahwa ada empat tujuan 

manajemen sumber daya manusia yaitu :  

1. Tujuan sosial 

2. Tujuan organisasi  

3. Tujuan fungsional dan  

4. Tujuan pribadi.  

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas berikut ini akan 

diuraikan satu persatu sebagai berikut : 

1. Tujuan sosial  

Tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalag agar 

organisasi bertanggungjawab secara sosial dan etis terhadap 

kebutuhan dan tantangan masyarakat seraya meminimalkan dampak 

negatif tuntutan itu terhadap organisasi. Organisasi bisnis diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu memecahkan 

masalah sosial. 

2. Tujuan organisasi 

Tujuan organisasi manajemen sumber daya manusia adalah sasaran 

formal organisasi yang dibuat untuk membantu mencapai tujuannya. 



Departemen sumber daya manusia dibentuk untuk membantu para 

manajer mencapai tujuan organisasi.  

3. Tujuan fungsional  

Tujuan fungsional manajemen sumber daya manusia merupakan tujuan 

untuk mempertahankan kontribusi departemen sumber daya manusia 

pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pemborosan 

sumber daya manusia terjadi jika departemen sumber daya manusia 

terlalu canggih maupun kurang canggih dibandingkan dengan 

kebutuhan organisasi.  

4. Tujuan pribadi  

Tujuan pribadi adalah individu dari setiap organisasi yang hendak 

dicapai aktivitasnya di dalam organisasi. Jika tujuan pribadi dan tujuan 

organisasi tidak cocok atau tidak harmonis, maka pegawai barangkali 

emilih untuk menarik diri daroi organisasi. Konflik antara tujuan pegawai 

dan tujuan organisasi dapat meyebabkan keinginan kerja lemah, 

ketidakhadiran dan bahkan sabotase. Kegagalan pegawai 

mengharapkan organisasi agar memauskan kebutuhan mereka yang 

terkait dengan pekerjaanm.  

Menurut Simamora dalam Hartatik (2014:20) dapat dibedakan 

menjadi empat tujuan yaitu :  

1. Tujuan sosial  

Manajemen sumber daya manusia bertujuan agar organisasi dapat 

bertanggungjawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan maupun 



tantangan masyarakat serta meminimalkan dampak negatif dari 

tuntutan itu terhadap organisasi. Manajemen juga diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas masyarakat dan membantu memecahkan 

masalah sosial.  

2. Tujuan organisasi  

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memiliki sasaran 

formal organisasi yang dibuat untuk membentul mencapai tujuan.  

3. Tujuan fungsional  

Merupakan tujuan untuk mempertahankan kontribusi departemen 

sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. Dengan adanya tujuan fungsional ini, departemen sumber 

daya manusia harus menghadapai peningkatan pengelolaan sumber 

daya manusia yang kompleks dengan cara memberikan konsultasi 

yang berimbang dengan kompleksitas tersebut.  

4. Tujuan pribadi  

Manajemen sumber daya manusia berperan serta mencapai tujuan 

pribadi dari setiap anggota organisasi. Oleh karena itu, aktivitas sumber 

daya manuisa yang dibentuk oleh pihak manajemen haruslah terfokus 

pada pencapaian keharmonisan antara pengetahuan, kemampuan, 

kebutuhan dan minat pegawai dengan organisasi.  

 

2.3 Konsep Kompetensi 

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, 



keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan 

tugas jabatannya dalam lingkungan pekerjaannya. Tingkat kompetensi 

dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan 

untuk kategori baik atau rata-rata. Penentu ambang kompetensi yang 

dibutuhkan tentunya akan dapat dijadikan dasar bagi proses seleks, 

suksesi, suksesi perencanaa, evaluasi kinerja dan pengembangan 

Sumber Daya Manusia (Kadek Desiana Wati dkk : 2015). 

Definisi Kompetensi menurut Hutapea dan Thoha (2008:4) : 

“Kompetensi didefinisikan sebagai kapasitas yang ada pada 

seseorang yang bisa membuat orang tersebut mampu memenuhi apa 

yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi sehingga 

organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan” 

 Adapun perbedaan pengertian competence dengan competency 

menurut Woodruffle (1991) dalam Hutapea dan Thoha (2008:4), 

competence diartikan sebagai konsep yang berhubungan dengan 

pekerjaan, yaitu menunjukan wilayah kerja dimana orang dapat 

menjadi kompeten atau unggul, sedangkan competency merupakan 

konsep dasar yang berhubungan dengan orang, yaitu menunjukan 

dimensi perilaku yang melandasi prestasi unggul atau kompeten.  

Menurut Wirawan (2009:9) mendefinisikan yaitu : 

“ Kompetensi sumber daya manusia adalah melukiskan karakteristik 

pengetahua, keterampilan, perilaku dan pengalaman yang dimiliki 



menusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara 

efektif” 

  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik 

Indonesia Nomor 46 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan 

Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil 

menyatakan bahwa kopetensi sumber daya manusia adalah sebagai 

berikut : 

“Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai 

Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku 

yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga 

Pegawai negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara 

profesional, efektif dan efisien.  

  Kompetensi menurut Spencer dan Spencer dalam 

Sudarmanto (2014:46) adalah karakteristik dasar perilaku individu 

yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja 

unggul didalam pekerjaan atau situasi. Kompetensi dalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling terkait 

mempengaruhi sebagian besar jabatan (peranan atau tanggung 

jawab0, berkolerasi dengan kinerja pada jabatan tersebut, dan dapat 

diukur dengan standar-standar yang dapat diterima, serta dapat 

ditingkatkan melalui upaya-upaya pelatihan dan pngembangan.  

Adapun menurut Moeheroin (2014:5) mengartikan kompetensi 

sebagai : 



“A competency is an underlying characteristic of an individual that is 

causually related of criterian refernced effective and or superrir 

perfomancein a job or situation.”   

Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang 

berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau 

karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab 

akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima 

atau superior ditemapt kerja atau pada situasi tertentu. Menurut beberapa 

pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang 

mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak 

mempunyai pengetahuan cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga 

mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Makna 

kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dn melekat 

pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai 

keadaan dan tugas pekerjaan.  

2.3.1 Kriteria Kompetensi 

Sebagai karakteristik individu yang melekat, kompetensi terlihat 

pada cara berperilaku seseorang ditempat kerja. Kompetensi 

memiliki ciri atau karakteristik yang dipakai untuk membedakan 

antara seseorang yang berkinerja unggul dengan seseorang yang 

berkinerja rata-rata atau seseorang yang berperilaku efektif dan 

berperilaku tidak efektif. Karakteristik kompetensi bagi organisasi, 



dapat membantu proses rekruitmen, seleksi, menentukan imbalann 

pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja. 

Menurut Spencer dan Spencer dalam Sudarmanto (2014) 

terdapat 5 (lima) karakteristik kompetensi , adalah sebagai berikut : 

1. Motif (motive); 

2. Sifat (traits) ; 

3. Konsep diri (self-concept); 

4. Pengetahuan (knowledge); 

5. Keterampilan (skill). 

Adapun penjelasan mengenai karakteristik kompetensi menurut 

Spencer dan Spencer dalam Sudarmanto (2014) adalah sebagai 

berikut : 

1. Motif (motive), adala hal-hal yang seseorang pikir atau 

inginkan secara konsisten yang menimbulkan tindakan. Motif 

akan mendorong, mengarahkan perilaku, terhadap tindakan 

atau tujuan tertentu.  

2. Sifat (traits), adalah karakter fisik dan respon-respon 

konsisten terhadap situasi atau informasi. 

3. Konsep diri (self-consept), adalah sikap dan nilai-nilai yang 

dimiliki seseorang. Nilai yang dijunjung tinggi seseorang 

serta suatu sikap terhadap sesuatu yang ideal, dicita-itakan 

yang diwujudkan dalam pekerjaan atau kehidupannya.  



4. Pengetahuan (knowledge), adalah informasi yang dimiliki 

seseorang untuk bidang tertentu. Sumber-sumber 

pengetahuan diperoleh dari hasil telaah (study, learning) dan 

pengalaman (experience) serta intuisi (intuition). 

Pengetahuansebagai kemampuan untuk menyelesaikan 

tugas tertentu melalui belajar. Belajar adalah mengaitkan 

secara bersama-sama antara data dengan informasi, 

pengalaman, dan sikap yang dimiliki seseorang.  

5. Keterampilan (skill), adalah kemampuan untuk 

melaksanakan suatu tuga tertentu baik secara fisik maupun 

mental. Kompetensi keterampilan mental atau kognitif 

meliputi, pemikiran analitis (memproses pengetahuan atau 

data, menentukan sebab dan pengaruh mengorganisasikan 

data dan rencana) dan pemikiran konseptual.  

Menurut Spencer dan Spencer dalam Sudarmanto (2014), 

mengatakan bahwa konsep diri, watak, sifat dan motif kompetensi 

lebih tersembunyi, dalam dan berbeda pada titik sentral kepribadian 

seseorang juga cenderung sulit untuk dikembangkan dalam 

program pelatihan dn pengembangan. Kompetensi pengetahuan 

dan keahlian cenderung lebih nayata dan relatif berbeda di 

permukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia 

serta mudah dikembangkan dalam program pelatihan dan 

pengembangan sumber daya manusia.  



Menurut Hutapea dan Thoha (2008:8) mengungkapkan bahwa 

ada 3 (tiga) komponen utama pembentukan kompetensi, adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengetahuan (knowledge) 

2. Keterampilan (skill) 

3. Sikap (attitude) 

Komponen kompetensi sumber daya manusia tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : pengetahuan (knowledge) adalah 

informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya. Ilmu 

atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat 

digunakan dalam kondisi nayata dalam suatu pekerjaan.  

1. Pengetahuan (knowledge) pegawai turut menentukan 

berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Pegawai yang mempunyai pengetahuan yang 

cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.  

2. Keterampilan (sill) merupakan suatu uapay untuk 

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan 

perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan 

maksimal. Misalnya keterampilan bekerja sama dengan 

memahami dan memotivasi orang lain, baik secara indiviu 

atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi 



pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena 

keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi dan 

mendelegasi. Selain pengetahuan dan keterampilan 

pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku 

pegawai.  

3. Sikap (attitude) merupakan pola tingkah seseorang pegawai 

di dalam peran melaksanakan tugas dna tanggungjawab 

sesuai denganperaturan perusahaan. Apabila pegawai 

mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka 

secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya 

akan dilakukan sebaik-baiknya.  

 

2.3.2 Tipe Kompetensi 

Tipe kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku 

manusia dan dengan kemampuannya mendemonstrasikan 

kemampuan peilaku tersebut dan beberapa tipe kompetensi 

tersebut menurut Wibowo (2007:91) sebagai bertikut : 

1. Planning Competency 

2. Inflience Competency 

3. Communication Competency 

4. Interpersonal Competency 

5. Thinking Comtency 

6. Organizational Competency 

7. Human Resources Management Competency 



8. Leadership Competency 

9. Cilent Service Competency 

10. Self Management Competency 

11. Business Competensy 

12. Technical/Operasional competency  

Berbagai tipe kompetensi sumber daya manusia diatas dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Planning Competency, dikaitkan dengan tindakan tertentu 

seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan 

urutan tindakan untuk mencapai tujuan. 

2. Influence Competensy, dikaitkan dengn tindakan seperti 

mampunyai dampak pada orang lain, memaksa tindakan 

tertentu atau membuat keutusan dan memberi inspirasi unyuk 

bekerja menuju tujuan organisasional) 

3. Communication Competency, dalam bentuk kemamouan 

berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan 

nonverbal.  

4. Interpersonal Competency meliputi empati, pembangunan 

konsesus, networking, persuasi, negoisasi, diplomasi, 

manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi team 

player.  

5. Thinking Competency, berkenaan dengan berpikir strategi, 

berpikir analitis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan 



kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan 

membangkitkan gagasakreatif 

6. Organizational Competency, meliputi kemampuan 

merencanakan pekerjaan mengorganisasi sumber daya, 

mendapatkan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil 

resiko yang diperhitungkan. 

7. Human Resources Management Competency, merupakan 

kemampuan dalam bidang team building, mendorong 

partisipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan 

balik kinerja dan menghargai keberagaman 

8. Leadership Competency, merupakan kompetensi yang meliputi 

kecakapan dalam memposisikan diri, pengembangan 

organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, 

membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai 

perubahan dan mempelopori keehatan tempat kerja). 

9. Cilent Service Competency, merupakan kompetensi yang  

berupa pengidentifikasian dan penganalisaan pelanggan, 

orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, 

tindal lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan 

berkomitmen terhadap kualitas. 

10. Business Competency merupakan kompetensi yang meliputi 

manajemen finasial, keterampilan pengambilan keputusan 



bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, 

membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan.  

11. Self ManagementCompetency, kompetensi yang berkaitan 

dengan menjadi motovasi diri, bertindak dengan percaya diri, 

mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan 

fleksibilitas dan berinisiatif 

12. Technical/Operasional Competensy, kompetensi yang berkaitan 

dengan : mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologfi 

komputer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan 

keahlian teknis dan profesional dan membiasakan bekerja 

dengan data dan angka.    

                            

2.4 Aparatur Sipil Negara Dan Jabatan Struktural  

2.4.1 Aparatur Sipil Negara  

Secara umum, aparatur sipil negara adalah kelompok profesi 

bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di 

tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Di dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa Aparatus 

Sipil Negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 

yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  



2.4.2 Jabatan Struktural 

Dalam lingkup birokrasi atau organisasi pemerintahan, jabatan 

dibagi menjadi dua jenis, yakni jabatan fungsional dan jabatan 

struktural. Jabatan funsional adalah jabatan yang tidak tertera dalam 

sebuah struktur organisasi, namun keberadaannya sangat dibutuhkan 

karena fungsinya untuk melaksanakan tugas pokok dari organisasi. 

Sedangkan jabatan struktural adalah profesi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) yang memiliki kedudukan dalam suatu struktur dari organisasi. 

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 menyatakan bahwa 

kedua jabatan ini hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) setelah memenuhi syarat yang ditentukan.  

Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara. 

Dengan kata lain, jabatan struktural merupaka profesi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) yang memiliki kedudukan dalam suatu struktur dari 

organisasi. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural  

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2002 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural 

menyatakan bahwa pengangkatan agar dapat diangkat dalam jabatan 

struktural, seorang pegawai negeri sipil harus memenuhi syarat sebagai 

berikut :  

 



1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil  

2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1(satu)  di bawah jenjang 

pangkat yang ditentukan 

3. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan  

4. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai 

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir  

5. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.  

6. Sehat jasmani dan rohani  

Adapun faktor lain yang diperhatikan dalam pengangkatan jabatan 

struktural ialah senioritas dalam kepangkatan, usia pendidikan dan 

pelatihan jabatan serta pengalaman yang dimiliki. Selain itu, pegawai 

negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural yang belum 

mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai 

dengan tingkat jabatan struktural, wajib mengikuti dan lulus 

pendidikan dan pelatihan kepemoimpinan selambat-lambatnya 12 

(dua belas) bulan sejak yang bersangkutan dilantik. Jabatan struktural 

juga tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan 

struktural maupun jabatan fungsional.  

Dalam pemberhentian dari jabatan struktural, pegawai negeri sipil 

diberhentikan dari jabatan struktural apabila : 

1. Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya 

2. Mencapai batas usia pensiun 



3. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil  

4. Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional 

5. Cuti diluar tanggungan negara, kecuali cuti diluar tanggungan 

negara karena persalinan 

6. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan  

7. Adanya perampingan organisasi pemerintah 

8. Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani 

9. Hal-hal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian terdahulu tentang studi kompetensi pegawai 

ditunjukkan pada tabel dibawah ini :  

No Nama / Tahun Judul 
Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan 
Penelitian 

1 Boy Aulia 
Sastra 

Pengaruh 
Kompetensi 
Karyawan dan 
beban Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
Bank 
Danamon 
Cabang 
Tuanku 
Tambusi 
Pekanbaru  

Hasil analisis 
statistik 
membuktikan 
pengaruh yang 
signifikan dan 
positif secara 
parsial dari 
variabel 
kompetensi 
terhadap kinerja 
karyawan 
dengan niali 
koefisien regresi 
sebesar 0,186  

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
menganalisis 
kompetensi 
dalam 
penempatan 
jabatan 
struktural di 
Kabupaten 
Merauke 
dengan 
pendekatan 
penelitiann 
kualitatif  

2 Putri Inggrid 
Maria 
Risamasu 

Analisis 
Pengaruh 
Kompetensi 

Hasil 
menunjukan 
kompetensi 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 



dan Beban 
Kerja 
Terhadap 
Kinerja 
Karyawan 
yang 
dimediasi oleh 
Stress Kerja 
pada PT. 
Pelabuhan 
Indonesia 
(Persero) 
Cabang 
Jayapura  

berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan, 
beban kerja 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan dan 
stress kerja 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap kinerja 
karyawan.  

menganalisis 
kompetensi 
dalam 
penempatan 
jabatan 
struktural di 
Kabupaten 
Merauke 
dengan 
pendekatan 
penelitian 
kualifikasi 

3 Dian 
Permatasari, 
Syuhada 
Sufian dan 
Yanuar 
Rachmansyah 

Analisis 
Pengaruh 
Motivasi 
Kompetensi 
Beban 
terhadap 
Pegawai 
Disiplin 
Sebagai 
Moderasi 
Kerja dan 
Kerja Kinerja 
dengan Kerja 
variable 

Kompetensi 
berpengaruh 
positif terhadap 
kinerja pegawai. 
Semakin tinggi 
kompetensi 
maka akan 
semakin 
meningkatkan 
kinerja pegawai  

 

4 Ahmad Faiz, 
Retno Sunu 
Astuti, dan 
Teuku Afrizal/ 
2020 

Sistem Merit 
pada Sektor 
Pemerintahan 
: Proses 
Pengisian dan 
Penempatan 
Jabatan 
Pelaksana di 
Badan 
Kepegawaian 
Daerah Jawa 
Tengah  

Penelitian ini 
bertujuan untuk 
mendeskripsikan 
merit sistem 
dalam proses 
pengisian dalam 
proses 
pengisian dan 
penempatan 
Jabatan 
Pelaksana di 
Badan 
Kepegawaian 
Daerah Provinsi 
Jawa Tengah 

Penelitian ini 
bertujuan 
untuk 
menganalisis 
kompetensi 
dalam 
penempatan 
jabatan 
struktural di 
Kabupaten 
Merauke 
dengan 
pendekatan 
penelitian 
kualitatif  



dan faktor-faktor 
yang 
mempengaruhi 
proses tersebut.  

 

2.6 Kerangka Pikir 

Ada beberapa hal pokok yang menjadi kerangka konseptual dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan teori 

Karakteristik Kompetensi oleh Spencer dan Spencer dalam Sudarmanto 

(2014) yang meliputi motif, sifat, konsep diri, pengetahuan dan 

keterampilan.  

Karakteristik ini dapat dijadikan fokus untuk melakukan 

penempatan jabatan struktural berdasarkan kompetensi pegawai. Jika 

mengacu kepada karakteristik terssebut, maka kompetensi pegawai 

dalam hal ini dalam penempatan jabatan struktural yang dilakukan akan 

menghasilkan ASN yang ditempatkan pada jabatan struktural mampu 

bekerja dengan optimal dan kinerjanya berjalan dengan baik.  

Dengan landasan tersebut, maka peneliti mencoba menggunakan 

teori ini dengan menggunakan 5 (lima) indikator karakteristik kompetensi 

tersebut. Untuk mengetahui bagaiman alur berpikir peneliti dalam 

menjelaskan permasalahan penelitian, maka dibuatlah kerangka 

konseptual sebagai berikut :  

 

 

 



Gambag 2.1 Alur Kerangka Pikir 
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